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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum menganai hak atas pendidikan 

sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekosob seperti yang diatur dalam the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Di samping itu 

juga, membahas relasi antara ketentuan hukum nasional dan internasional (das sollen) yang 

dapat meminimalisir atau mengatasi permasalahan (das sein) pemenuhan hak anak atas 

pendidikan di Indonesia. Secara lebih khusus, fokus atau relevansinya adalah kontekstualitas 

hukum bahwa Indonesia telah meratifikasi ICESCR dengan Undang-undang Nomor 11 

tahun 2005 pada tanggal 30 September 2005. Ratifikasi ini memperkuat struktur hukum 

pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Indonesia yang 

terdapat dalam the Convention on the Rights of the Child (CRC), yang telah diratifikasi pula 

oleh Indonesia. Dari kedua ratifikasi instrumen hukum hak asasi manusia tersebut diatas, 

kewajiban-kewajiban internasional yang ditentukan dalam kedua aturan tersebut berlaku 

mengikat bagi Indonesia. 

Kata Kunci : Pendidikan, Hak asasi manusia, ICESCR 

ABSTRACT  

This study aims to determine the legal substance regarding the right to education as part of 

human rights, especially the eco-social rights as regulated in the International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). In addition, it also discusses the 

relationship between national and international legal provisions (das sollen) that can 

minimize or overcome problems (das sein) fulfilling children's rights to education in 

Indonesia. More specifically, the focus or relevance is the legal contextuality that Indonesia 

has ratified the ICESCR with Law No. 11 of 2005 on September 30, 2005. This ratification 

strengthens the legal structure for the promotion, protection and fulfillment of children's 

rights to education in Indonesia contained in the Convention on the Rights of the Child 

(CRC), which has also been ratified by Indonesia. From the two ratifications of the human 

rights legal instruments mentioned above, the international obligations stipulated in the two 

rules are binding on Indonesia. 

Keywords: Education, Human rights, ICESCR 

 

PENDAHULUAN  

Anak adalah definisi legal walaupun secara umum diterima bahwa yang namanya anak 

adalah mereka yang masuk dalam kategori belum mampu bertanggungjawab dengan pembatasan 

pada umur tertentu1Hak asasi adalah sesuatu yang penting dan merupakan suatu komoditas yang 

                                                           
1 Amnesty International, 2014, Human Rights for Human Dignity, AI Publications, Second Edition, hlm. 65-66 
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berharga bagi anak. Dalam konteks hukum internasional, pendidikan merupakan suatu istilah legal 

karena melibatkan pertanyaan dasar yaitu siapa yang mungkin mengajukan klaim atau tuntutan 

akan hak atas pendidikan: siapa yang menyediakan, siapa yang menerima dan siapa yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan?2 Kontekstualitas hak 

anak atas pendidikan dasar sebagai pendekatan legal dengan argumen utama sebagai bagian dari 

hak asasi manusia adalah adanya tuntutan (moral dan legal) kepada pemerintah dari mereka yang 

gagal dalam Ujian Akhir Nasional (UAN), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, biaya pendidikan gratis pada pendidikan dasar, dan 

penguatan kultur masyarakat dalam menyekolahkan anaknya dari tahun 2005 sampai saat ini. 

Dengan demikian, pengakuan legal akan hak anak atas pendidikan yang terkandung dalam 

Kovenan dan Konvensi mengubah anak dari obyek kebijaksanaan yang ditujukan kepadanya 

sebagai manusia, obyek pembangunan dan obyek perlindungan menjadi anak yang aktif (subjek) 

dalam proses pencapaian tujuan tersebut.3 Perubahan ini disebabkan karena dalam pengertian legal 

hak asasi merupakan suatu klaim atas statusnya sebagai manusia yang dapat dipaksakan daya 

berlakunya kepada pihak lain (orang lain dan kepada negara). Dengan demikian, semangat dan 

filosofi dasar Indonesia dengan meratifikasi Kovenan dan Konvensi adalah Indonesia mengikatkan 

diri secara sukarela terhadap obyek dan tujuan dasar dari Konvensi dimana hak anak atas 

pendidikan harus diakui, dilaksanakan dan dilindungi serta diterapkan dalam yurisdiksinya serta 

menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi perlindungan hak anak. Dengan demikian, secara 

internasional Indonesia 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh keunggulan 

dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan kewajiban internasional HAM yang diterima 

Indonesia, khususnya di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan ICESCR. Penelitian ini 

bertujuan n mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap 

pemenuhan hak pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak 

tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan bahan hukum 

sekunder menentukan jenis normatif empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-

undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini mengunakan data primer dan data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk memperoleh data 

primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.28 Sebagai penelitian hukum 

normatif empiris, maka pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui penelitian 

lapangan dan studi dokumen. Penelitian lapangan dilakukan terhadap responden pemangku 

kepentingan di kelima kabupaten di kawasan perbatasan yaitu: (1). guru dan kepala sekolah di 

Kecamantan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamantan Entikong dan Aruk 

yaitu Dompet Dhuafa dan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sambas. Wawancara terstruktur juga 

telah dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 

Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam 

kurun waktu Desember 2017 sampai dengan Februari 2018. 

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana memanfaatkan 

data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Data primer dan 

                                                           
2 Manfred Nowak, 1995, “The Right to Education” dalam Asbjorn Eide, et al, op. cit., hlm.196. 
3 Kathleen Funder, 1996, “Children’s Rights: Setting the Scene”, dalam Kathleen Funder (ed), Citizen Child: 

Australian Law and Children’s Rights, hlm. 2 
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sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji 

relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang 

digunakan dalam Disertasi ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya 

analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh yaitu 

kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan perbatasan negara di Provinsi 

Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara kualitatif ini, peneliti melakukan analisis 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu: (1). Mengumpulkan data dengan dikelompokan 

sesuai dengan obyek atau variabel dalam penelitian; (2). Memilah dan mengolah data mengenai 

hukum, kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan pendidikan dasar dan menegah di kawasan 

perbatasan; (3). Mengevaluasi data dengan kuantifikasi dan preskripsi sesuai dengan relevansinya, 

(4). Menetapkan kesimpulan dan rekomendasi jika diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 

2005 sampai dengan 2017.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendidikan Dasar dan Menengah Menurut Ketentuan ICESCR 

Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hak asasi 

manusia. Khusus hak atas pendidikan dasar dan menengah, ICESCR menempatkannya 

sebagai hak yang bersifat dasar dan fundamental.157 Penegasan mengenai hak tersebut 

tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yaitu Pasal 26 ayat 1 

yang merupakan dasar pengaturan ha katas pendidikan di ICESCR. Pasal tersebut 

menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus dengan 

cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pendidikan 

sekolah dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan kekhususan 

harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati dengan cara 

yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.” 

Hak atas pendidikan tersebut diterima oleh masyarakat internasional dalam salah satu 

instrumen hukum hak asasi manusia internasional yaitu dalam Pasal 13 ICESCR. Ketentuan 

Pasal tersebut didasarkan pada pendekatan bahwa pendidikan harus dilaksanakan berpusat 

pada anak didik dan berorientasi pada anak didik. Kovenan ini mewajibkan bagi setiap 

negara peserta kovenan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. Hak atas 

pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. 

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ketentuan Pasal tersebut di atas mencakup tiga 

elemen utama bagi eksistensi manusia baik sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial 

yaitu integritas manusia (human integrity), kebebasan (freedom) dan kesamaan (equality). 

158 Ketiga elemen tersebut dikonseptualisasikan kedalam pengertian-pengertian dan 

pemahaman tentang apa itu HAM di bidang pendidikan yang merupakan pengabungan dari 

sistem ideologi dan kebudayaan masyarakat.4 

HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh dan dibawanya 

bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat karena ia 

mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan 

sesuai dengan keistimewaan tersebut. Dengan pengertian yang lebih sederhana, HAM adalah 

hak seseorang yang jika hak tersebut diambil dari dirinya akan mengakibatkan orang tersebut 

menjadi bukan manusia lagi. Pemahaman atas pengertian ini menjadi jelas ketika pengakuan 

atas hak tersebut diberikan dan dipandang sebagai proses humanisasi manusia oleh pihak 

lain dalam konteks vertikal (individu dengan negara) dan horisontal (antar individu) baik 

secara de facto maupun de jure.  

                                                           
4 Fuad Al-Darawesh and Dale T Sinuwert, 2015, Human Rights Education Beyond Universalism and Relativism, A 

Relational Hermeneutics for Global Justice, Palgrave McMillan, hlm. xi. 
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Dengan demikian, pengertian dan pemahaman akan arti hak atas pendidikan menurut 

ketentuan Kovenan harus dikembalikan pada konsep dasar kenapa HAM itu ada. Hak atas 

pendidikan itu ada dan muncul karena hak tersebut sifatnya sangat mendasar atau asasi 

(fundamental) dalam pengertian bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia 

dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya sebagai manusia tanpa 

memandang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan diskriminasi berdasarkan bangsa, ras, 

agama dan jenis kelamin. Prinsip-prinsip pemahaman HAM harus dijadikan pijakan utama 

sehingga pengertian dan pemahaman HAM dari segi substantif menjadi aplikatif. Prinsip-

prinsip tersebut adalah aplikasi dari konsep the indivisibility dan the interdependence dari 

nilai-nilai HAM itu sendiri5. 

Pengertian hak atas pendidikan dalam dimensi yuridis harus dikembalikan pada 

pengertian dan pemahaman dasar seperti di atas. Hillary Rodham menyatakan bahwa konsep 

dasar dari substansi hak-hak anak sebagai HAM merupakan suatu slogan dalam proses 

pencapaian suatu penegertian dan pemahaman hakiki dari hak-hak anak itu sendiri6. Sebagai 

suatu proses, pengertian dan pemahaman hak atas pendidikan, khususnya pendidikan dasar 

dan menegah mengalami perubahan substantif berdasarkan evolusi dan revolusi waktu dari 

konsep perlindungan (protection) ke otonomi (outonomy), dari konsep ketidakmatangan 

mental dan fisik (nurturance) menjadi kematangan pribadi dalam penentuan sikap dan 

nasibnya sendiri (self determination), serta dari konsep kesejahteraan (welfare) ke keadilan 

(justice). 168 Perubahan ini sangat menentukan corak pengakuan, pemenuhan, perlindungan 

serta penegakan hukum dari hak-hak anak atas pendidikan di setiap negara, tak terkecuali di 

kawasan perbatasan negara. 

Sejalan dengan pengertian HAM, pendidikan merupakan syarat bagi pengakuan, 

pelaksanaan, pemenuhan, perlindungan serta pemajuan dari HAM 7 . Di samping itu, 

Deklarasi Universal HAM serta Konvensi Hak Anak menegaskan kembali akan arti penting 

dari substansi pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan membantu anak untuk mengenali 

dirinya sendiri, bakat serta kemampuannya dalam interaksi sosial dimana mereka berada. 

Dengan demikian dapat disimpulkan dari pendekatan substansi bahwa hak anak atas 

pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental sehingga keberadaannya tidak 

dapat dikurangi dalam keadaan apapun berdasarkan manfaat dan arti penting pendidikan bagi 

anak dalam korelasinya sebagai mahkluk individu dan sosial. 

Pada intinya asas pencapaian hasil (obligation of result) dan asas pelaksanaan 

Kovenan (obligation of conduct) menurut Committee on Economic, Social and Cultural 

Rights (CESCR) mewajibkan dalam pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan pada asas 

ketersediaan (availibility), kesempatan memperoleh (accessability), asas penerimaan 

(acceptability) dan asas penyesuaian (adaptability) berdasarkan kondisi negara senyatanya.  

Mengenai konsep dasar hak atas pendidikan khususnya pendidikan dasar dan 

menengah sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, Saafroedin Bahar berpendapat bahwa 

konsep dasar hak ekonomi, sosial, dan budaya bukanlah pada masalah pelanggaran atau 

tekanan, tetapi justru memobilisasi sumber daya negara untuk memenuhi hak ekonomi, 

sosial, budaya tersebut. Menurutnya, sifat dari hak ini lebih bersifat koordinatif dan 

akomodatif dengan instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan, perhatiannya adalah 

dinamika pemenuhan secara terencana dan berlanjut dari hak ekonomi, sosial, dan budaya 

tersebut (progressive realization). Pendapat ini justru berkebalikan dengan pendapat yang 

                                                           
5 UNICEF, 1998, A Human Rights Approach to UNICEF Programming for Children and Women: What It is, And 

Some Changes It Will Bring, 17 April 1998 dan bandingkan dengan The World Conference on Human Rights: 

Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, Part I, para 5 
6 Hillary Rodham, 1973, “Children Under the Law”,43 Harvard Educational Review, hlm. 487-514. 
7 The Vienna Declaration and Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, part II, para 79. 

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP


Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022) 

Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP 

 

492 
 

dikemukakan oleh Ifdhal Kasim. Ifdal Kasim menyatakan bahwa walaupun dalam ICESCR 

terkandung bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya cara pemenuhannya atau pencapaiannya 

secara bertahap, tetapi memiliki efek kesegeraan (immediate effect) dalam pencapaiannya. 

Jadi memang harus ada itikad baik dan kemauan yang kuat dari negara untuk melakukan 

pemenuhan dan perlindungan terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya ini. Karena jika hak 

ekonomi, sosial, dan budaya ini dipahami bahwa pemenuhannya bersifat bertahap 

(progressive realization), maka akan terjadi pengenyampingan dari negara akan hak-hak ini. 

Sebagai salah satu jenis hak generasi kedua HAM, hak atas pendidikan tidak terlepas 

dari ciri-ciri yang melekat pada hak ekonomi sosial dan budaya. Secara klasik, generasi 

kedua dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: mencapai atau meraihnya dilakukan 

secara bertahap; campur tangan atau keaktifan negara sangat dituntut dalam pelaksanaannya; 

pelanggaran terhadapnya tidak bisa diajukan ke pengadilan; ketergantungan pada sumber 

daya yang ada; dan bersifat ideologis. Namun ciri-ciri di atas hanya berupa generalisasi saja. 

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak selalu sahih. Berdasarkan 

pada kajian-kajian mutakhir hak-hak ekosob, ternyata diungkapkan bahwa hak-hak ekonomi, 

sosial dan budaya itu tidak sepenuhnya merupakan hak-hak positif. Sebab cukup banyak hak-

hak yang diakui di dalamnya menuntut negara agar tidak mengambil tindakan (state 

obligation not to do something) guna melindungi hak tersebut. Bukannya melulu 

mengharuskan negara aktif mengambil tindakan. 

Hal ini dapat kita lihat pada klausul-klausul seperti hak berserikat, hak mogok, 

kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan riset, larangan menggunakan anakanak 

untuk pekerjaan berbahaya, dan seterusnya, yang terdapat di dalam ICESCR. Ketentuan-

ketentuan itu menunjukkan dengan gamblang, bahwa yang diatur di dalam ICESCR bukan 

hanya hak-hak dalam jenis “rights to”, tetapi juga hak-hak dalam jenis “freedom from”. Jadi 

mengatakan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sematamata merupakan hak-hak 

positif jelas menyesatkan. Selain itu, meskipun hak-hak generasi kedua HAM mengakui 

pencapaian secara bertahap dan realitas keterbatasan sumber daya pada satu sisi, namun pada 

sisi yang lain ia menghendaki adanya efek segera, dan sama dengan hak sipil dan politik, 

pelanggaran terhadap ini dapat diajukan ke pengadilan. 

Dalam Deklarasi yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia Pendidikan Untuk Semua 

menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan 

belajar dari semua orang, terutama anak-anak pada tingkat Pendidikan dasar. Dalam 

deklarasi tersebut tersirat bahwa setiap orang akan dapat menikmati kesempatan pendidikan 

yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka8 . Kebutuhan tersebut meliputi: alat 

belajar yang hakiki, isi atau bahan belajar dasar (pengetahuan, sikap dan keterampilan) yang 

diperlukan manusia untuk dapat hidup (survival), mengembangkan secara optimal akan 

kemampuannya, hidup dan bekerja secara baik, berperan serta sepenuhnya dalam 

pembangunan, memperbaiki kualitas hidupnya, mengambil keputusan yang tepat, dan terus 

menerus belajar (life long learning). Berpedoman pada apa yang telah dicanangkan oleh 

UNESCO, proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya harus bertumpu pada 4 

(empat) pilar, yaitu learning to know (belajar untuk mengetahui), learning to do (belajar 

untuk melakukan sesuatu), learning to be (belajar untuk menjadi seseorang), dan learning to 

live together (belajar untuk menjalani kehidupan bersama)9. 

Ditinjau dari HAM, pendidikan harus dilihat dari segi kesempatan memperoleh 

pendidikan. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak 

                                                           
8 Susan Roberta Katz and Andra Mceaov Spero, 2015, Bringing Education to Classroom, Palgrave McMillan, hlm. 

47. 
9 UNESCO & The World Bank, 2004, “Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization, 

Indonesia Education Sector Review”, Volume 2, hlm. 1-164. 
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atas pendidikan dapat ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah keterbatasan ekonomi 

dan sisi yang kedua adalah ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Ketidakmampuan 

karena keterbatasan ekonomi terjadi karena pendidikan tidak lagi menjadi milik publik 

secara umum, tetapi sudah menjadi milik pribadi (privat). Ketika pendidikan menjadi milik 

publik, maka menjadi tanggung jawab masyarakat dalam hal ini diwakili oleh 

negara/pemerintah, untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh masyarakat, sementara 

ketika pendidikan sudah menjadi milik pribadi (privat), maka pendidikan sudah menjadi 

tanggung jawab masing-masing individu. Apabila pendidikan menjadi milik privat, maka 

pendidikan hanya akan terbuka kepada individu yang mampu mengakses pendidikan, dan 

dalam hal ini kemampuan ekonomi menjadi faktor utama dalam mengakses10. 

Sementara bila pendidikan masih menjadi milik publik, maka negara/pemerintah 

wajib menyediakan pendidikan bagi semua anak tanpa pandang bulu, dan kemampuan 

ekonomi tidak menjadi ukuran untuk mengakses pendidikan. Sisi kedua dalam kesempatan 

memperoleh pendidikan adalah ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Ketika 

prasarana dan sarana pendidikan tidak tersedia, maka akses terhadap pendidikan akan 

terhambat. Akibatnya, anak tidak akan bisa mendapatkan pendidikan sama seperti anak di 

tempat lain yang memiliki prasarana dan sarana pendidikan. Bila ditinjau lebih jauh lagi dari 

kualitas prasarana dan sarana pendidikan, maka perbedaan kualitas prasarana dan sarana 

akan membuat hasil pendidikan juga menjadi berbeda. 

 

PENUTUP 

SIMPULAN 

Arti penting pendidikan tersebut diadopsi oleh Undang-Undang Nasional Indonesia 

tentang Pendidikan. Pendidikan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, pendidikan dapat 

diartikan baik sebagai proses maupun sebagai tahap khusus dalam proses tersebut. 

 

 

 

Saran 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan 

pendidikan, sampai kapanpun dan di manapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, 

sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. 

Dengan demikian pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk menghasilkan manusia yang 

berkualitas dan mampu bersaing serta memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik. 
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